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Abstract
original deed or deed of Notary. To achieve that goal then to discuss it, researchers receipts law approach and 
conceptual approach to research that depart from the views and doctrines in the science of law, which is the 
method used in normative research. The type of data used in this research is secondary data obtained from 
the study of literature. And then analyzed by using deductive logic or legal material processing by means of 
results of research and studies it is known that on the basis of some of the opinions of legal experts and some 
of the existing jurisprudence, the strength of evidence against the electronic evidence equivalent or analogous 
to the strength of evidence photocopy. The strength of evidence and a copy of itself is the letter or the original 
deed. And if it’s a tool in the form of evidence which is not accompanied by a copy of the letter or the original 
deed, then it should be followed by other evidence, such as witness testimony or expert witness. Thus proving 
the power of electronic documents can not be regarded as a replacement of an authentic deed, meaning that 
the value of the strength of evidence electronic evidence is still as usual evidence, it can not stand alone in 
(photo copy) of an authentic act though.
Keywords:   evidence, electronic document,   notarial  deed  minuta
Abstrak
Penelitian  dan kajian ini  bertujuan untuk mengetahui suatu dokumen elektronik  dapat mempunyai kekuatan 
pembuktian  yang   sama dengan minuta  akta  Notaris. Peneliti meggunakan pendekatan undang-undang 
dan pendekatan konseptual yaitu  penelitian yang beranjak  dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin 
di dalam ilmu hukum, yang merupakan metode  yang digunakan  dalam penelitian normatif. Jenis data yang 
dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder  yang diperoleh dari  studi kepustakaan.  Selanjutnya 
dianalisis dengan  menggunakan teknik logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif 
yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi simpulan yang lebih khusus. 
Dari hasil penelitian dan kajian  diketahui  bahwa dengan berdasarkan beberapa pendapat dari para ahli hukum 
dan beberapa yurisprudensi yang ada, maka kekuatan pembuktian  terhadap alat bukti elektronik  tersebut 
dapat dipersamakan atau dianalogikan dengan kekuatan pembuktian foto copy.  Kekuatan  pembuktian  foto 
copy  itu sendiri adalah pada surat  atau akta  aslinya. Apabila   alat bukti berupa bukti foto copy  yang tidak 
disertai  surat atau akta aslinya, maka harus diikuti dengan alat-alat bukti lain, seperti  keterangan saksi atau 
saksi ahli.  Sehingga dengan demikian  kekuatan pembuktian  dokumen elektronik  tidak dapat dikatakan 
sebagai pengganti dari akta otentik, artinya   nilai kekuatan  pembuktian alat bukti elektronik masih sebagai 
alat bukti biasa, tidak dapat berdiri sendiri dalam mencukupi batas minimal pembuktian, walaupun  dokumen 
elektronik tersebut adalah hasil  out put  atau hasil cetakan   (foto copy)  dari sebuah akta otentik sekalipun. 
Kata Kunci: Pembuktian,  Dokumen Elektronik,  Minuta  akta  Notaris. 
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A. Pendahuluan 
Akta Notaris sebagai sebuah akta otentik 
memiliki fungsi yang penting dalam kehidupan 
bermasyarakat. Kebutuhan   pembuktian tertulis, 
berupa akta otentik makin meningkat sejalan 
dengan berkembangnya tuntutan kepastian hukum 
yang merupakan salah satu prinsip negara hukum. 
Akta Notaris merupakan alat pembuktian yang 
sempurna, terkuat dan penuh sehingga selain dapat 
menjamin kepastian hukum, akta Notaris juga dapat 
menghindari terjadinya sengketa. Menuangkan suatu 
perbuatan, perjanjian, ketetapan dalam bentuk akta 
Notaris dianggap lebih baik dibandingkan dengan 
menuangkannya dalam surat di bawah tangan, 
walaupun ditandatangani di atas materai, yang juga 
diperkuat oleh tanda tangan para saksi.
Terlepas dari kewenangan Notaris dalam 
membuat akta otentik, Notaris juga mempunyai 
kewajiban untuk  membuat akta dalam  bentuk  asli 
akta (minuta akta) yaitu berdasarkan Pasal 16 ayat 
(1) huruf b  Undang-Undang  Nomor  30  Tahun 
2004  tentang  Jabatan Notaris  sebagaimana diubah 
dengan Undang-Undang Nomor  2  Tahun 2014 
tentang Perubahan  atas Undang-Undang Nomor 30 
Tahun 2004 tentang  Jabatan Notaris (selanjutnya 
disebut Undang-Undang Jabatan Notaris)  yang 
menyebutkan bahwa dalam menjalankan jabatannya, 
Notaris wajib  membuat akta  dalam bentuk minuta 
akta dan menyimpannya sebagai bagian  dari 
Protokol Notaris.  Bagian terpenting dalam sebuah 
protokol adalah berkas-berkas bulanan semua surat 
asli akta  atau minuta akta yang dibuat oleh seorang 
notaris. Yang dimaksud dengan disimpan dalam 
protokol Notaris adalah penyimpanan dalam berkas 
surat asli akta. Protokol bukan milik Notaris yang 
membuat akta-akta dan juga tidak milik Notaris 
yang ditugaskan oleh menteri Kehakiman untuk 
menyimpannya.                                     
Dalam proses penyimpanan  asli akta (minuta 
akta)  dalam protokol  Notaris  tersebut diperlukan 
proses  kehati-hatian,  agar asli akta yang tersimpan 
dalam protokol  Notaris tersebut tidak tercecer, hilang 
atau rusak.  Kewajiban  menyimpan asli akta atau 
minuta akta tersebut   berlangsung sampai dengan 
Notaris dinyatakan pensiun.  Jumlah akta yang 
cukup banyak dan tempat yang kurang memadai 
adalah salah satu faktor seringnya  minuta akta 
Notaris tercecer,  rusak  bahkan hilang,  belum lagi 
tindakan  para pegawai kantor  Notaris  yang tidak 
bertanggung jawab dalam proses penyimpanan asli 
akta atau  minuta akta.                                                                      
Hilangnya akta  kemungkinan juga dapat 
terjadi pada saat perpindahan atau penyerahan 
protokol Notaris kepada   Notaris penerima Protokol, 
seperti kurangnya tempat untuk menyimpan  Protokol 
Notaris di kantor Notaris  penerima protokol. 
Akibat tidak adanya cukup tempat untuk menampung 
protokol yang harus diterima mengakibatkan 
protokol Notaris tersebut  berserakan di kantor 
penerima protokol.  Ini membawa bahaya, yaitu 
menjadi  rusaknya akta-akta karena hama rayap, 
kebocoran air hujan, kebakaran di daerah kantor 
Notaris yang bersangkutan yang dapat menyebabkan 
hilangnya minuta akta notaris tersebut.  
 Satu hal yang tidak  bisa dihindari adalah 
apabila terjadi peristiwa kebakaran dan  bencana 
alam (force mayour), yang  mengakibatkan   asli akta 
atau minuta akta   berikut  dengan seluruh dokumen 
yang tersimpan dalam   protokol  Notaris  menjadi 
rusak atau hilang. Akibat dari hilang atau rusaknya 
asli akta akan berdampak  buruk   terhadap proses 
administrasi dan  hukum Notaris,  seperti hancurnya 
infrastruktur fisik seperti kantor Notaris dan 
dokumen-dokumen penting lainnya  yaitu  minuta 
akta yang rusak dan/atau hilang akibat bencana alam. 
Hilangnya minuta akta tersebut selain menyulitkan 
Notaris juga menyulitkan masyarakat (klien) yang 
telah membuat akta Notaris yang bersangkutan yang 
meminta salinan dari akta tersebut karena akta klien 
juga ikut musnah karena bencana alam.    
Pada  saat timbul suatu sengketa atau perdata, 
akta Notaris sebagai  bukti tertulis sangat dibutuhkan 
sebagai alat pembuktian  yang mempunyai kekuatan 
pembuktian yang sempurna.  Bukti  tertulis  yang 
diminta oleh hakim tersebut umumnya  adalah 
minuta akta  atau foto copy  dari asli akta atau 
minuta akta,  dimana asli aktanya cukup ditunjukkan 
kepada hakim dan foto copynya  aslinya diserahkan 
kepada hakim. Timbul satu permasalahan  bagi 
Notaris apabila ternyata minuta akta tersebut tidak 
ada atau hilang, dikarenakan peristiwa kebakaran 
atau  bencana alam seperti banjir, gempa bumi, atau 
bencana lainnya  (force majeur) ataupun karena 
kelalaian Notaris itu sendiri.  
Pengaturan mengenai penyelesaian minuta akta 
yang rusak atau hilang karena bencana alam atau 
karena faktor-faktor lain dan cara mengatasinya tidak 
diatur baik didalam Undang-Undang Jabatan Notaris 
maupun didalam peraturan perundang-undangan 
lainnya. Hal ini merupakan salah satu kelemahan 
di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang 
belum memikirkan kemungkinan terjadinya bencana 
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alam yang menimpa Notaris yang mengakibatkan 
dokumen-dokumen Notaris seperti minuta akta 
musnah atau hilang. Pengaturan mengenai minuta 
akta dan protokol Notaris yang terdapat pada 
Undang-Undang Jabatan Notaris hanyalah sebatas 
pada pembuatan, penyimpanan dan penyerahan 
protokol Notaris serta pengambilan minuta akta dan 
pemanggilan Notaris  (Pasal 58-66 Undang-Undang 
Jabatan Notaris).  
Walaupun Undang-Undang tidak mengatur 
demikian, namun agar hal tersebut tidak menimbulkan 
kesulitan di belakang hari dan sebagai usaha 
pencegahan maka  ada beberapa upaya yang  bisa 
dilakukan oleh Notaris dalam menyimpan arsip-
arsip dan dokumen-dokumen  kantornya, yaitu 
dengan menyimpan  secara sederhana  kedalam 
dokumen elektronik, berupa hasil scan dari asli 
minuta akta,  email  dan dokumentasi foto-foto pada 
saat penandatanganan akta, yang kesemuanya dapat 
disimpan dalam bentuk  elektronik yaitu melalui 
softcopy, , Dengan cara 
demikian, Notaris dapat menyimpannya secara 
aman, rahasia  dan bersifat privacy karena yang 
dapat menyimpan dan membawa  dokumen tersebut 
hanyalah Notaris bersangkutan. 
Dengan adanya  wacana  Cyber Notary  yang 
mungkin tidak akan lama lagi diberlakukan di 
Indonesia, semakin membuka jalan bagi para Notaris 
untuk dapat melakukan akses dengan teknologi yang 
lebih maju. Hal di atas sejalan dengan pandangan 
Paul Vrilio mengemukan bahwa saat ini  dunia tengah 
mengalami  percepatan yang luar biasa, menurutnya 
kecepatan menjadi ciri kemajuan sehingga ia 
membentuk kemajuan-kemajuan dalam tempo tinggi 
(Paul Vrilio, 2005 : 114)
Sejalan dengan tugas dan tanggung  jawab  yang 
diemban oleh  Notaris  dalam menyimpan asli  akta 
atau minuta akta, maka Notaris hendaklah dapat 
mengambil suatu manfaat yang sangat berguna bagi 
dirinya,  sebagai contoh dalam  menyimpan  arsip-
arsip kantor dengan  dokumen elektronik, sehingga 
apabila suatu hari  terjadi peristiwa  kebakaran, banjir 
atau gempa bumi,  yang menyebabkan  akta notaris 
menjadi rusak, musnah atau hilang,  Notaris masih 
mempunyai dokumen elektronik   yang  ia bawa. 
Hal tersebut juga  dapat memudahkan dalam hal 
pembuktian  di pengadilan,  jika ternyata akta yang 
dibuat oleh Notaris bermasalah, sementara minuta 
akta sudah tidak ada. Menyimpang dari ketentuan 
Pasal  66  Undang-Undang Jabatan Notaris maka 
dokumen elektronik  yang disimpan oleh seorang 
Notaris   dapat diajukan sebagai alat bukti.  
Dengan diberlakukannya Undang-undang 
Nomor  11 Tahun 2008 tentang  Informasi dan 
Transaksi Elektronik,  terdapat suatu pengaturan 
yang baru mengenai alat-alat bukti dokumen 
elektronik. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) 
Undang-undang  Nomor  11 Tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik,   ditentukan 
bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen 
elektronik dan/atau hasil cetaknya  merupakan 
alat bukti yang sah.  Di dalam praktek peradilan, 
sikap hakim dalam memandang suatu alat bukti 
dokumen elektronik dapat beragam, yaitu ada yang 
berpendapat, bahwa alat bukti dokumen elektronik 
sebagai alat bukti sah sebagai tambahan alat bukti 
konvensional dalam Hukum Acara; namun ada 
juga yang berpendapat, bahwa dokumen elektronik 
sebagai alat bukti pendamping yang harus didukung 
dengan alat bukti lain untuk menambah keyakinan 
hakim (Minanor  Rachman , 2012 : 17).
B. Metode Penelitian
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  hukum 
doktrinal yaitu penelitian dilakukan dengan 
menganalisis bahan pustaka.  Pada penelitian 
hukum  doktrinal  yang diteliti pada awalnya adalah 
bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu yang 
dihadapi. Sebagai tindak lanjut proses pengolahan 
bahan hukum, untuk dapat memecahkan dan 
menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan 
bahan hukum yang diperoleh, maka diperlukan 
adanya teknik analisis bahan hukum. Analisis 
penelitian ini menggunakan logika deduktif atau 
pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif 
yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum 
kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang 
lebih khusus. Sumber hukum yang diperoleh dengan 
cara menginventarisasi sekaligus mengkaji penelitian 
dari studi kepustakaan, aturan perundang-undangan 
beserta dokumen-dokumen yang dapat membantu 
menafsirkan norma untuk menjawab permasalahan 
yang diteliti.   Tahap terakhir yaitu dengan menarik 
simpulan dari sumber hukum yang diolah, sehingga 
pada akhirnya dapat menjawab tentang kekuataan 
pembuktian dokumen elektronik  sebagai pengganti 
asli akta atau minuta  akta yang hilang. 
C. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Fungsi dan jabatan Notaris  merupakan bagian 
dari atau sekurang-kurangnya  tidak bisa dipisahkan 
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dengan hukum pembuktian, terutama dalam  rangka 
pembuatan  alat bukti tertulis  yang berupa akta 
otentik mengenai segala perbuatan, perjanjian dan 
ketetapan  (dalam ruang lingkup perdata) yang 
diharuskan oleh  peraturan perundang-undangan 
atau yang dikehendaki oleh pihak (-pihak) yang 
berkepentingan.  Membahas tentang pembuktian 
yang  berhubungan dengan Notaris, maka  tidak 
dapat dipisahkan  dengan  proses  pemanggilan dan 
pengambilan  minuta  akta  yang tersimpan dalam 
protokol Notaris.
   Dengan dasar pikiran bahwa Notaris adalah 
penyimpan dan pemelihara Protokol Notaris sebagai 
arsip negara, maka diadakan ketentuan khusus dalam 
pemanggilan Notaris berkaitan dengan akta yang 
dibuatnya atau Protokol Notaris yang disimpannya. 
Perlakuan khusus dalam pemanggilan Notaris 
pada hakikatnya tidaklah bertentangan dengan 
Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, sebab Notaris tetap 
mempunyai kedudukan dalam hukum yang sama 
dengan setiap warga negara lainnya, perlakuan 
khusus dalam pemanggilan Notaris hanyalah soal 
prosedur pemanggilan semata-mata. (Muriel Catlleya 
Maramis,  2012 : 9)      
Dalam Pasal 66  Undang-Undang  Jabatan 
Notaris,  disebutkan bahwa:  
(1) Untuk kepentingan  proses peradilan, penyidik, 
penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan 
majelis  kehormatan Notaris berwenang :
a. mengambil fotocopi minuta akta dan/
atau surat-surat yang dilekatkan pada 
Minuta  Akta atau protokol Notaris dalam 
penyimpanan Notaris dan;
b. memanggil   Notaris   untuk  hadir  dalam 
pemeriksaan  yang berkaitan dengan 
akta  atau protokol yang berada dalam 
penyimpanan Notaris.
(2) Pengambilan  fotocopy  Minuta Akta  atau surat-
surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
a, dibuat  berita acara penyerahan.
(3) Majelis    Kehormatan  Notaris dalam waktu 
paling lama 30 (tiga puluh)  hari kerja terhitung 
sejak diterimanya surat permintaan persetujuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 
memberikan jawaban menerima atau menolak 
permintaan persetujuan.
(4) Dalam hal majelis kehormatan  Notaris tidak 
memberikan jawaban dalam jangka waktu 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3),  majelis 
kehormatan Notaris dianggap menerima 
permintaan persetujuan .   
Pihak Penyidik, Kepolisian dan Notaris 
adalah sama-sama memiliki tugas  melayani 
kepentingan masyarakat  di bidang hukum, 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang mengatur tugas kepolisian dan Notaris 
yang terkait dengan   proses penegakan 
hukum (lidik dan sidik) untuk mencari dan 
menemukan  bukti (barang bukti dan alat bukti) 
terkait dengan bukti surat antara lain otentik 
yang bertujuan untuk mencari  kebenaran 
materiil yang dalam hal ini adalah bagaimana 
cara memanggil, memeriksa Notaris, dan 
mengambil akta Notaris.  Pentingnya  alat 
pembuktian dalam setiap hukum acara perdata, 
maka tidak terlepas dengan kedudukan  minuta 
akta atau asli akta itu berada. 
Dalam Pasal   66 dan 66 A   Undang-undang 
Jabatan Notaris dan Peraturan Menteri  Hukum dan 
Hak Asasi Manusia nomor  M.03.HT.03.10. Tahun 
2007,  serta Peraturan Perundang-undangan yang 
lain,   tidak mengatur  sama sekali tentang bagaimana 
tanggung jawab dan kewajiban  seorang Notaris yang 
tidak bisa memberikan foto copy minuta akta untuk 
diserahkan kepada  penyidik atau hakim, karena 
minuta akta yang diminta oleh penyidik atau hakim 
tersebut telah rusak, hilang atau musnah. 
Untuk mengantisipasi hal-hal sebagai-
mana tersebut diatas,  maka dapat digunakan 
mekanisme  penyimpanan dokumen   dengan 
proses alih media dari dokumen cetak, audio, 
video menjadi bentuk digital atau yang 
disebut dengan scaning.  Sistem  pengerjaan 
digitalisasi warkah dimulai dari  pengambilan 
arsip (minuta akta) untuk dicek, setelah itu 
di scanning, lalu hasil scaning tersebut di 
simpan di dalam database server  dan secara 
otomatis  output  data scan  digitalisasi 
dokumen tersedia. Hasil  yang tersimpan  di 
database server juga bisa disimpan dalam 
bentuk  
4 sampai dengan 8  GB (gigabyte) atau dengan 
memory card tergantung dengan banyaknya 
akta.  Kemudian agar  terjaga keamanannya, 
deposit box atau brangkas anti kebakaran 
untuk kemudian disimpan oleh Notaris atau 
dapat juga penyimpanannya diserahkan 
kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD). 
Dengan adanya   dokumen elektronik  yang 
dihasilkan melalui  proses tersebut  dapat 
mewakili  dokumen yang rusak atau hilang.  
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Pengakuan dan pengaturan  terhadap  dokumen 
elektronik di Indonesia  sudah  dimulai sejak 
tahun 1997,  melalui  Undang-Undang  Nomor  8 
Tahun 1997 tentang  Dokumen Perusahaan sebagai 
titik  awal diakuinya bukti elektronik.  (Ela Laela 
Fakhriah , 2011 : 102).  Pasal 1  Undang-undang 
ini menyebutkan  bahwa  yang dimaksud dengan 
Dokumen  Perusahaan  adalah :
Data, catatan dan atau keterangan yang dibuat 
dan atau diterima oleh perusahaan  dalam  rangka 
pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis  di atas kertas 
atau sarana lain, maupun terekam dalam bentuk corak 
apapun yang dapat dilihat, dibaca dan didengar.
Oleh karena itu, dengan  Undang-undang 
Dokumen Perusahaan ini, mulai diatur  mengenai 
pengalihan data tertulis (surat) ke dalam bentuk 
data  elektronik, sebagaimana  disebutkan  dalam 
pertimbangan pembentukan undang-undang ini, 
pada bagian menimbang huruf f dinyatakan bahwa 
: kemajuan teknologi telah memungkinkan catatan 
dan dokumen yang dibuat diatas kertas dialihkan ke 
dalam media  elektronik. 
Sebenarnya  untuk masalah  dokumen elektronik, 
Indonesia dapat berpedoman pada  UNCITRAL 
(United Nations Commissions On International 
Trade Law)  Model Law On Elektronic Commerce 
yang  telah memberikan  patokan nilai  bahwa 
data elektronik harus diterima keabsahanya dan 
tidak dapat ditolak hanya semata-mata atas dasar 
pertimbangan bahwa data tersebut dibuat dan 
ditransmisikan secara elektronik (Arsyad Sanusi, 
2001 :100). Ketentuan-ketentuan yang terdapat 
dalam UNCITRAL (United Nations Commissions 
On International Trade Law)  Model Law On 
Elektronic Commerce  ini bersifat  tidak mengikat 
(non binding). Ketentuan  ini dimaksudkan  sebagai 
petunjuk awal dalam pembuatan hukum tentang 
e-commerce di negara-negara yang berkembang agar 
memiliki visi yang sama dan prinsip-prnsip dasar 
yang  seragam. Ketentuan ini menjadi acuan atau 
model bagi negara-negara untuk mengadopsinya 
atau memberlakukanya  dalam   hukum nasionalnya. 
Pengertian  Dokumen  Elektronik menurut Pasal 
1 ayat (4)  Undang-undang  nomor  11 tahun 2008 
tentang  Informasi dan Transaksi Elektronik  adalah :
Setiap Informasi Elektronik yang dibuat, 
diteruskan, dikirimkan, diterima,  atau disimpan dalam 
bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau 
sejenisnya, yang dapat dilihat,ditampilkan, dan/atau 
didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik 
termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, 
gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, 
tanda, angka, Kode Akses,simbol atau perforasi yang 
memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh 
orang yang mampu memahaminya.
Seiring dengan perkembangan teknologi 
dewasa ini,  alat bukti dalam perkara perdata tidak 
hanya mencangkup tentang bukti tertulis,  dalam 
proses peradilan  perdata  mengalami perkembangan 
dengan dikenalnya beberapa alat bukti yang tidak 
diatur dalam undang-undang, seperti: foto copy, foto 
(potret), hasil rekaman suara maupun gambar, fax, 
, surat  elektronik (e-mail), pemeriksaan 
saksi menggunakan video teleconference, sistem 
layanan pesan singkat (sms: short massage system), 
dan data/dokumen elektronik lainnya. Mengenai 
alat-alat bukti dalam bentuk elektronik,  Michael 
Chissick dan  Akistair Kelman menyatakan ada  tiga 
tipe pembuktian yang dibuat dengan komputer  yaitu 
(M. Arsyad Sanusi,  2001  :  97-98 ) : 
1. Real  Evidence  (bukti nyata)
  Real  Evidence   atau bukti  nyata ini 
meliputi kalkulasi-kalkulasi  atau analisa-analisa 
yang dibuat oleh komputer itu sendiri melalui 
pengakplikasian  software  dan  penerima 
informasi   dari devise lain  seperti jam  yang di 
built-in  langsung dalam komputer  atau remote 
Sender. Bukti nyata ini muncul dari berbagai 
kondisi.
2. Hearsay  Evidence (bukti yang  berupa kabar 
dari  orang lain) 
  Yang termasuk  dalam bukti ini adalah 
dokumen-dokumen atau data-data yang 
diproduksi oleh komputer yang merupakan 
salinan dari  informasi yang diberikan 
(dimasukan)  oleh manusia kepada Komputer.
3. Derived Evidence
            Yang dimaksud dengan  alat bukti  disini 
adalah  informasi yang mengkombinasikan 
antara bukti nyata (real evidence)  dengan 
informasi yng diberikan oleh manusia ke 
komputer dengan tujuan untuk membentuk 
sebuah data yang tergabung, seperti  membuat 
tagihan bank.
Akta Otentik merupakan alat  bukti yang 
memiliki kekuatan  pembuktian yang sempurna. 
Menurut perspektif  hukum, keotentikan  pada 
umumnya  dipahami hanya  jika terhadap  suatu 
proses penciptaan informasi dilakukan dengan 
prosedur yang ketat. Umumnya para ahli hukum akan 
mengatakan  bahwa suatu informasi  yang otentik 
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hanya  terdapat dalam  suatu akta otentik. Namun 
jika  dilihat dari perspektif teknis, sesungguhnya 
keotentikan  suatu dokumen elektronik ditentukan 
oleh  akuntabilitas atau  reabilitas  terhadap sistem 
elektronik itu sendiri. Hal ini sejalan dengan 
pendapat  Smith  seorang ahli  computer  security 
yang  menyatakan bahwa  pada dasarnya  secara 
teknis, suatu informasi elektronik  layak dipercaya 
karena berasal dari  sistem yang layak dipercaya 
(Edmon Makarim,  2013  : 16)
Minuta akta  Notaris adalah bagian dari akta 
otentik, yang kedudukannya sangat penting dalam hal 
pembuktian, karena tujuan dibuat dan disimpannya 
akta tersebut dalam  bagian  protokol  Notaris  adalah 
merupakan arsip negara yang dipergunakan sebagai 
alat bukti.  Terkait  dengan uraian tersebut  diatas 
jika dimungkinkan penggunaan bukti  dokumen 
elektronik sebagai pengganti minuta yang hilang 
oleh Notaris,  dengan alasan-alasan yang telah 
diuraikan sebelumnya dan untuk  menilai kekuatan 
pembuktian terhadap dokumen elektronik  tersebut 
perlu adanya pemahaman lebih lanjut terhadap 
 Merujuk pada terminologi “surat”  dalam  kasus 
cybercrime mengalami perubahan dari bentuknya 
yang tertulis menjadi tidak tertulis dan bersifat  on 
line (Dikdik M Arief Mansur dan  Elisatris Gultom, 
2005  : 117-118).  
yang diberikan  oleh Sudikno Mertokusumo yaitu 
segala sesuatu yang memuat  tanda tangan bacaan 
dan dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati  atau 
untuk menyampaikan  buah pikiran seseorang, 
dan dipergunakan sebagai pembuktian. Tidak ada 
penjelasan bahwa tulisan  atau surat  itu harus ditulis 
diatas media kertas. Jadi  tidak memandang  apakah 
ditulis di atas lembaran kertas atau pada bahan 
apapun tetap merupakan surat  (Ela Laela Fakhriah 
, 2011 : 121). 
Menurut pendapat Edmon Makarim, alat bukti 
ada  dua kategori yaitu  :
1. Bila   sebuah sistem-sistem komputer yang 
maka hasil print out  komputer dapat  dipercaya 
keotentikannya.
tersebut dapat dikategorikan sebagai alat bukti 
surat, karena dibuat  oleh dan  atau pejabat  yang 
berwenang . (Edmon  Makarim,  2003  : 419 )
Penggunaan  kedua  bukti  surat ini mengalami 
kendala  dari segi pengertian  “Pejabat yang 
berwenang” dimana dalam  perundang-undangan 
yang dimaksud dengan  Pejabat  yang berwenang 
adalah Notaris (Edmon  Makarim,  2003  : 419). Pada 
angka 2 sebagaimana disebutkan di atas,  diterangkan 
bahwa  kekuatan pembuktian dokumen elektronik 
adalah sama atau sejajar dengan  surat (bukti 
tulisan), akan tetapi  bentuk surat yang dimaksud 
tidak diperinci lebih jelas. Karena menurut pendapat 
Sudikno Mertokusumo surat  terbagi menjadi dua 
yaitu   surat berupa akta  dan surat-surat lainnya 
yang bukan akta.  Dan akta sendiri  masih terbagi 
lagi menjadi  akta  otentik dan akta dibawah tangan. 
Berdasarkan pengertian pasal 1 angka 4 UU 
No.11 Tahun 2008 ini bentuk dokumen elektronik 
sangat beraneka ragam sangat bergantung pada 
maksud penggunaan dari dokumen itu sendiri. 
Apabila dokumen elektronik itu hanya berupa 
informasi biasa, maka dokumen itu termasuk dalam 
surat biasa atau akta di bawah tangan karena memang 
dibuat seadanya dan tidak digunakan sebagai alat 
bukti nantinya. Namun jika ternyata dokumen 
itu dimaksudkan sebagai dokumen yang otentik, 
maka dokumen tersebut harus memenuhi beberapa 
persyaratan.  Persyaratan utama agar dokumen 
elektronik itu dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang 
sah adalah penggunaan sistem elektronik yang telah 
(pasal 13-16 Undang-undang No.11 Tahun 2008). 
Persyaratan yang lain, harus membubuhkan tanda 
tangan elektronik, menuangkannya dalam kontrak 
elektronik yang baku, dan lain-lain. ( Abdul Munif, 
2012  :  16) .
Berdasarkan pemahaman tersebut, maka 
kedudukan minuta akta atau  asli akta Notaris  adalah 
sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan 
pembuktian sempurna karena  dibuat dengan 
ketentuan, syarat-syarat serta bentuknya  telah  yang 
ditentukan oleh undang undang,  dibuat oleh atau 
di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa 
untuk itu ditempat dimana aktanya  dibuat, hanya saja 
minuta akta di buat  dengan media kertas, dan tidak 
dibuat menggunakan media elektronik.  Sehingga 
apabila minuta akta dengan bentuk  media kertas 
dialihkan dalam bentuk  elektronik,  maka  kekuatan 
pembuktiannya tersebut seharusnya  tetap mengikuti 
aslinya, (media kertas) hal tersebut sejalan dengan 
pemikiran  Herlien Budiono, yang mengatakan 
bahwa  “Tidak menjadi masalah mengenai di atas 
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material apa tulisan tersebut harus dituliskan.” 
(Herlien Budiono, 2007 : 217 )                                                   
Akta otentik tersebut  sengaja dibuat oleh 
para pihak yang berkepentingan sebagai alat bukti. 
Kedudukan alat bukti  akta  otentik  dalam setiap 
persidangan  acara   perdata  adalah alat bukti 
yang paling tinggi.  Karena kekuatan pembuktian 
dari akta otentik dianggap sempurna,  maka yang 
menjadi kendala adalah apabila kedudukan akta 
otentik seperti yang tertuang dalam minuta akta 
Notaris tersebut  digantikan kedudukannya dengan 
dokumen elektronik, yang  secara  substansi atau 
isinya adalah sama  dengan minuta akta tersebut, 
atau dengan  keterangan lain bahwa  akta dokumen 
elektronik tersebut adalah  hasil dari  print out atau 
hasil scanning  dari   minuta   atau asli akta Notaris 
itu sendiri.
Dokumen  elektronik  seperti Print Out, scanning 
dan 
media penyimpan lainnya yaitu alat penyimpan 
informasi yang bukan kertas dan mempunyai tingkat 
pengamanan yang dapat menjamin keaslian dokumen 
yang dialihkan ke dalamnya, juga mengenai 
dokumen elektronik, telah diatur sebagai alat bukti 
yang diakui di persidangan dalam bentuk hukum 
materiil melalui Undang-undang  Nomor  8 Tahun 
1997 tentang  Dokumen Perusahaan dan Undang-
Undang Nomor  11 Tahun  2008  tentang  Informasi 
dan Transaksi Elektronik. 
Terlepas dari pengalihan dokumen perusahaan 
asli tetap mempunyai kekuatan pembuktian otentik 
sepanjang dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan 
terhadap naskah asli tersebut, pimpinan perusahaan 
wajib tetap meyimpannya. Berdasarkan  penjelasan 
tersebut, maka dokumen perusahaan yang telah 
dialihkan dalam bentuk elektronik dapat dijadikan 
sebagai alat  bukti yang sah (Rahadi Rasi Bintoro, 
2011  :  8). 
Dalam  prakteknya belum pernah ada atau 
bahkan   sangat sulit untuk megajukan alat bukti 
elektronik  yang dipersamakan  dengan  bukti 
tulisan seperti akta otentik,  karena  kekuatan 
pembuktian akta otentik  sempurna, dalam arti tidak 
memerlukan suatu penambahan pembuktian. Akta 
otentik juga mengikat, apa yang ditulis dalam akta 
tersebut harus dipercaya oleh hakim, harus dianggap 
benar. Sehingga agar alat bukti elektronik dapat 
cara yang dapat dilakukan, salah satu yang lazim 
dilakukan adalah membuat suatu print out atau copy 
dari informasi atau dokumen yang masih berbentuk 
elektronik (Siti Ainun Rachmawati, 2011 :  72 ) 
Terkait dengan kewajiban  hakim untuk 
melakukan  penemuan hukum, terhadap hasil  print 
atau media penyimpan lainnya yang  dipergunakan 
sebagai alat bukti  tersebut diatas,  maka peneliti 
berdasarkan pada pendapat Sudikno Mertokusumo, 
(Sudikno Mertokusumo, 2013 : 174 )  yang 
menganalogikan   bahwa hasil teknologi tinggi yang 
berupa hasil  
atau media penyimpan lainnya dapat 
disejajarkan dengan  foto copy,  maka ada  beberapa 
putusan  Mahkamah Agung  (yurisprudensi)  yang 
terkait dengan  hal tersebut  yaitu  : 
1. Putusan Mahkamah Agung tanggal  14 April 
1976 nomor 701 K/Sip/1974 (Y.I 1976 hal 549) 
yang mengatakan bahwa “  foto copy dapat 
diterima sebagai  alat bukti apabila  foto copy  itu 
disertai dengan  keterangan  atau dengan jalan 
apapun secara sah dari mana ternyata bahwa foto 
copy foto copy  tersebut sesuai dengan aslinya.”
2. Putusan  Mahkamah Agung  nomor  3609 
K/Pdt/1985, tertanggal 09 Desember 1987 
(yurisprudensi), yang mengatakan bahwa  “surat 
bukti foto copy yang tidak pernah diajukan 
atau tidak pernah  ada surat aslinya, harus 
dikesampingkan  sebagai surat bukti.”
3. Putusan  Mahkamah Agung nomor 112 K/
Pdt/1996, tanggal  17 September 1996 yang 
mengatakan  bahwa: Bukti foto copy kuitansi 
tanpa diperlihatkan aslinya serta tidak dikuatkan 
oleh keterangan saksi  atau alat bukti  lain, tidak 
dapat dipergunakan  sebagai alat bukti yang sah 
dan harus  dikesampingkan. “
4. Putusan Mahkamah Agung Nomor  9/KN/1999, 
yang dalam putusannya tersebut hakim 
menerima hasil print out  sebagai alat bukti 
surat. 
Jika kita mendasarkan pada  yurisprudensi-
yurisprudensi  tersebut maka hasil print-out  atau 
hasil cetakan dari  dokumen elektronik  dapat di 
persamakan sebagai foto copy, karena proses yang 
dihasilkan dari  foto copy dan hasil print out  (hasil 
cetak)  dari dokumen  elektronik   (e-mail, faksimili, 
dan  scan)  adalah   sama-sama  merupakan hasil 
cetakan atau tulisan. 
Sebagaimana diketahui dan berdasarkan 
putusan Mahkamah Agung sebagaimana telah 
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disebutkan di atas  foto copy suatu surat atau 
akta sudah umum digunakan dalam kehidupan 
bermasyarakat, termasuk pengajuan alat bukti 
surat dalam pembuktian di pengadilan. Pada waktu 
pengajuan alat bukti, seluruh surat baik yang 
berbentuk akta (otentik dan di bawah tangan) maupun 
bukan akta yang dijadikan alat bukti tertulis dalam 
pemeriksaan perkara di pengadilan, harus difotokopi 
kemudian dimateraikan (nazegelen) ke kantor pos 
agar sah sebagai alat bukti. Di muka hakim, hasil 
fotokopi bukti surat tersebut harus disamakan dengan 
aslinya yang kemudian disahkan oleh hakim sebagai 
alat bukti dengan menyatakan bahwa sesuai dengan 
aslinya dan kemudian diparaf di atas fotokopi bukti 
surat tersebut.
Dan mengacu pada Pasal  1888 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata yang mengatakan bahwa : 
“Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan  adalah 
pada  akta aslinya”. Seperti halnya diatur dalam Pasal 
5 ayat (1) Undang-Undang Nomor  11 Tahun  2008 
tentang  Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa 
informasi dan/atau dokumen elektronik dan/atau 
hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. 
Hal ini penting untuk diperhatikan karena bila terjadi 
suatu perubahan bentuk dari suatu informasi atau 
dokumen, harus dapat dibuktikan bahwa perubahan 
bentuk tersebut tidak merubah isi dari informasi 
atau dokumen yang diubah bentuknya tersebut. 
Konsekuensi hukumnya, kekuatan pembuktian 
dari bentuk ubahan tersebut harus sama sesuai 
dengan kekuatan pembuktian dari bentuk asalnya. 
Oleh karena itu baik hasil print out dari  faksimili, 
e-mail maupun scan,  harus sesuai dengan aslinya. 
Kalau aslinya hilang maka harus disertai dengan 
keterangan atau dengan jalan apapun secara sah 
menyatakan bahwa  alat bukti tersebut  telah  sesuai 
dengan aslinya. Artinya dalam  proses pembuktian 
dengan  dokumen elektronik ini sepanjang tidak 
dapat menunjukan  aslinya maka  diperlukan  bukti-
bukti pendukung lainnya yang  dapat menguatkan 
suatu fakta atau peristiwa  yang terkait  dengan suatu 
perkara yang disengketakan.
 Dalam proses pembuktian di pengadilan 
apabila hanya  dokumen  elektronik  yang dapat 
diajukan   oleh Notaris sebagai alat bukti,   dan  tidak 
di sertakan dengan   minuta  (asli akta) sebagaimana 
diperintahkan  dalam Pasal 66  dan  66 A Undang-
Undang Jabatan Notaris dan  Peraturan Menteri 
Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor  M.03.
HT.03.10. Tahun 2007,  maka  Notaris berkewajiban 
memberikan keterangan–keterangan, alasan-alasan 
dan bukti-bukti yang dapat   dipercaya kepada 
penyidik atau hakim berkaitan dengan  hilang 
atau tidak adanya minuta (asli akta)  akta tersebut. 
Sehingga  Notaris dapat  memberikan bukti lain 
seperti halnya salinan akta Notaris  kepada penyidik 
atau hakim, apabila terhadap minuta (asli akta) 
tersebut  sudah dikeluarkan salinan akta oleh Notaris. 
 Salinan akta  Notaris  dan dokumen elektronik, 
keduanya dapat dijadikan  alat bukti yang saling 
memperkuat.  Jika dibandingkan  salinan dan  hasil 
dari dokumen elektronik (analogi dengan  foto copy), 
hampir tidak ada bedanya.  Perbedaan pokok hanya 
terletak  pada instrumen yang dipergunakan  yaitu 
(Yahya Harahap,  2004 :  622) :  
1. Salinan pada umumnya mempergunakan 
peralatan konvensional secara manual;
2. Sebaliknya foto copy (hasil cetak dari dokumen 
elektronik)  mempergunakan sistem  dan 
peralatan  elektronik yang canggih. 
Pada prinsipnya  sama seperti foto copy, salinan 
akta Notaris  yang dijadikan foto copy  dalam setiap 
persidangan tetap harus dihadirkan aslinya  karena 
pada pasal 1889 ayat ( 2)  Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata , telah ditentukan bahwa : 
Apabila  akta yang asli itu ada, maka salinan-
salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat 
dipercaya, sekedar  salinan-salinan serta ikhtisar-
ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana 
senatiasa dapat diperintahkan mempertunjukannya.
Salinan  bernilai  sebagai alat bukti tulisan  atau 
akta sepanjang sesuai dengan aslinya. Kesesuaian 
dan kesamaan dengan aslinya, mesti bersifat total, 
meliputi  tanggal, isi dan tanda tangan. Jika tidak 
sesuai dengan aslinya, tidak memenuhi syarat sebagai 
salinan yang sah, sehingga pada dirinya tidak melekat 
nilai kekuatan pembuktian. Untuk menguji  apakah 
salinan benar  telah sesuai dengan aslinya maka 
hakim dapat memerintahkan yang bersangkutan 
untuk menunjukkan aslinya dipersidangan, perintah 
untuk  memperlihatkan  atau menunjukkan  aslinya 
dapat  dilakukan  hakim  setiap saat. Apabila minuta 
aslinya tidak ada,  hal ini telah diakomodasi dalam 
Pasal 1889 ayat (1) dan (2)   Kitab Undang-Undang 
Hukum  Perdata yang pada pokoknya berisi  bahwa : 
1. Salinan-sal inan pertama memberikan 
pembuktian yang sama dengan akta  aslinya; 
demikian  pun halnya dengan salinan-salinan 
yang diperbuat  atas perintah Hakim dengan 
dihadiri oleh kedua belah pihak,  atau setelah 
para pihak ini dipanggil secara sah, seperti pun 
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salinan-salinan yang diperbuat dengan dihadiri 
oleh kedua belah pihak dengan perjanjian 
mereka. 
2. Salinan-salinan yang tanpa perantaraan hakim, 
atau diluar perjanjian para  pihak, dan sesudah 
pengeluaran salinan-salinan pertama dibuat 
oleh Notaris yang dihadapannya akta itu telah 
dibuatnya atau oleh pegawai-pegawai yang 
dalam jabatannya menyimpan akta-akta aslinya 
dan berkuasa memberikan salinan-salinan, dapat 
diterima oleh Hakim sebagai bukti sempurna, 
apabila asli aktanya telah hilang.
Bertitik tolak dari ketentuan pasal-pasal 
tersebut,  cara   yang paling efektif membuktikan 
salinan benar sama dengan  aslinya adalah:
1. Memperlihatkan  dan menunjukkan  aslinya  di 
persidangan, apabila aslinya masih ada.
2. Jika aslinya tidak ada, dapat  dipergunakan  alat 
bukti lain.  (Yahya Harahap,  2004 :  619 ) :  
 Akan tetapi, tidak semua alat bukti dapat 
dipergunakan karena hanya terbatas pada  alat bukti 
surat, saksi dan saksi ahli. Alat bukti sumpah, tidak 
dibenarkan karena dalam  hal yang demikian alat 
bukti ini tidak layak dipergunakan, karena dianggap 
dapat  menggangu ketertiban umum. Bagi seseorang 
yang curang dan beritikad buruk, apalagi bermoral 
rendah, dapat memanfaatkan sumpah tersebut untuk 
mensahkan  salinan palsu. Salinan yang demikian 
persis dianggap  sama dengan aslinya, meskipun 
aslinya tidak  ada lagi atau tidak dapat ditunjukan, 
yang terdiri dari :  
1. Salinan  pertama atau  grosse akta  yang 
dikeluarkan  Notaris  atau Pejabat Pembuat  dan 
penyimpan akta minutanya.
2. Salinan  yang dibuat atas  perintah hakim yang 
pembuatannya dihadiri para pihak.
3. Salinan yang dibuat Notaris atau Pejabat 
Pembuat dan Penyimpan  akta yang memiliki 
wewenang untuk membuat salinanya. (Yahya 
Harahap,  2004 :  622 )  :  
Dengan melihat fungsi salinan  sebagai alat bukti 
di persidangan,  maka ditinjau  dari segi pendekatan 
persamaan  atau  persesuaian  (fungibility),  dengan 
hasil cetak atau print out dari dokumen elektronik 
atau  foto copy, maka  hasil cetak, print out  dan  foto 
copy,  jauh lebih tinggi  kualitas  identiknya dengan 
orisinalitasnya, dibanding  dengan salinan melalui 
sistem dan cara konvensional yang manual maupun 
dengan  salinan tulis tangan. Akan tetapi, penilaian 
dan penghargaan  yang diberikan hukum pembuktian 
kepada salinan jauh lebih tinggi dibanding dengan 
foto copy. Sedemikian rupa tingginya derajat salinan, 
sehingga  termuat dan diatur secara rinci  dalam 
Pasal 1888 dan   Pasal  1889 Kitab Undang-Undang 
Hukum  Perdata. 
 Sebaliknya sampai sekarang belum terdapat 
ketentuan peraturan  perundang-undangan yang 
membicarakan sejauh mana kesamaan  maupun 
keidentikan dokumen elektronik  berupa  hasil cetak 
atau print out dengan orisinalnya. Secara umum 
pengakuan keabsahan  identik  hasil cetak atau print 
out dokumen elektronik  dengan aslinya yaitu  apabila 
para pihak  mampu dan dapat menunjukkan  aslinya 
di persidangan. Selama tidak dapat  ditunjukkan 
aslinya,  maka  bukti-bukti tersebut  tidak dapat 
dipergunakan dan   harus  disertai dengan bukti-bukti 
lain yang dapat memperkuat  pembuktian. 
Alasan  mengapa  foto copy tidak dapat 
dijadikan alat bukti tanpa disertai dengan aslinya 
adalah karena akan    berpotensi  :   
1. Bermunculan  bukti atau dokumen-dokumen 
palsu;
2. Semua  pihak  dapat saja sebanyak-banyaknya 
menghadirkan  dokumen-dokumen  palsu 
tersebut di persidangan
3. Adanya putusan yang tidak adil. (S.F. 
Marbun, 1997 : 12)  
Hasil cetak dan print out dari  dokumen 
elektronik atau foto copy jika tidak dihadirkan 
aslinya maka tidak ada tolok ukur  keabsahannya 
dan keasliannya. Dengan demikian hakim pemeriksa 
perkara akan mengalami kesulitan, karena  begitu 
banyaknya dokumen yang harus diperiksa dan tidak 
ada tolok ukur untuk meyakinkan  bahwa bukti atau 
dokumen  elektronik itu benar adanya. 
Begitu pula dengan salinan akta, apabila 
terhadap salinan tersebut  tidak dapat ditunjukan 
aslinya kepada hakim, maka  para pihak wajib 
membuktikan  salinan-salinan tersebut apakah telah 
termasuk dan sesuai dengan kriteria sebagai salinan 
yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan 
aslinya  sebagaimana diuraikan dalam  dalam Pasal 
1889 ayat (1) dan (2)  Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata. Jika telah sesuai dengan ketentuan pasal 
tersebut, maka hakim dapat mengambil suatu putusan 
bahwa salinan tersebut telah cukup memberikan  alat 
bukti yang sempurna, sehingga  terhadap dokumen 
elektronik,  yang juga diajukan sebagai alat bukti 
dapat  memperkuat  hakim dalam mengambil putusan 
tanpa harus mengadakan pembuktian  lebih lanjut 
terhadap dokumen elektonik tersebut. 
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Dengan belum diakomodasinya alat bukti 
elektronik secara formal dalam ketentuan acara 
perdata, akan menyulitkan bagi hakim dalam 
menyelesaikan dan memutus sengketa apabila para 
pihak mengajukan dokumen elektronik sebagai bukti, 
karena  sampai saat ini  belum ada pengaturan secara 
jelas yang menyangkut tentang kekuatan pembuatan 
alat bukti elektronik yang dipersamakan dengan 
akta Otentik. Hal ini tidak dapat dijadikan alasan 
oleh hakim untuk tidak menerima serta memeriksa 
dan memutus perkara yang diajukan kepadanya 
sekalipun dengan dalih undang-undangnya tidak 
jelas atau belum ada pengaturannya. Hal ini sesuai 
dengan asas yang terkandung dalam Pasal 10 Undang 
Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 
Kehakiman yang menyebutkan bahwa hakim tidak 
boleh menolak untuk memeriksa dan memutus 
perkara yang diajukan kepadanya sekalipun dengan 
dalih hukumnya tidak jelas atau tidak ada. Karenanya 
hakim harus tetap menerima untuk memeriksa dan 
memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya 
sekalipun tidak ada undang- undangnya, untuk itu 
hakim harus melakukan penemuan hukum. Dengan 
kata lain kekuatan bukti elektronik sebagai petunjuk 
sangat tergantung pada keyakinan hakim sebagai 
pemutus perkara.
D. Simpulan 
Dari hasil penelitian dan pembahasan  dapat 
dikemukakan  simpulan sebagai berikut : 
Dengan  adanya  solusi yang ditawarkan berupa 
penyimpanan  dalam bentuk elektronik tersebut 
kepada Notaris,  maka  hal ini  juga akan membawa 
perubahan  terhadap  sistem   hukum pembuktian 
di Indonesia terutama yang berkaitan dengan akta 
otentik.  Dengan disahkannya Undang-Undang 
nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 
Teknologi,  kedudukan alat bukti elektronik berupa 
dokumen elektronik telah diakui dan diterima sebagai 
alat bukti yang sah. Alat bukti dokumen elektronik 
ini dipandang sebagai perluasan dari alat bukti yang 
telah ada dalam hukum acara di Indonesia, sehingga 
sekarang ini alat bukti di pengadilan bertambah satu 
yang sebelumnya belum ada. Namun un tuk 
kekuatan pembuktian dari dokumen elektronik 
tersebut, sampai saat ini masih  di pertanyakan, 
dalam hal ini perlu dilakukan penyidikan dan 
pembuktian  lebih lanjut oleh hakim.  
Dengan berdasarkan beberapa pendapat dari 
para ahli hukum dan beberapa yurisprudensi yang 
ada, maka kekuatan pembuktian  terhadap alat 
bukti elektronik  tersebut dapat dipersamakan atau 
dianalogikan dengan kekuatan pembuktian foto copy. 
Dan  Kekuatan  pembuktian  foto copy  itu sendiri 
adalah pada surat  atau akta  aslinya. Dan  apabila 
untuk alat berupa bukti foto copy  yang tidak disertai 
surat atau akta aslinya, maka harus diikuti dengan 
alat-alat bukti lain, seperti  keterangan saksi atau 
saksi ahli.  Keterangan saksi dan saksi ahli diperlukan 
untuk menambah keyakinan hakim dalam menilai 
kebenaran peristiwa di persidangan. 
Sehingga dengan demikian  kekuatan pembuktian 
dokumen elektronik  tidak dapat dikatakan sebagai 
sama atau setara dengan  akta otentik, artinya   nilai 
kekuatan  pembuktian alat bukti elektronik masih 
sebagai alat bukti biasa, tidak dapat berdiri sendiri 
dalam mencukupi batas minimal pembuktian, oleh 
karena itu harus dibantu dengan salah satu alat 
bukti yang lain yaitu didukung dengan keterangan 
saksi-saksi atau  saksi ahli,  walaupun  dokumen 
elektronik tersebut adalah hasil  print out, out put 
atau hasil cetakan   (foto copy)  dari sebuah akta 
otentik sekalipun. Dan nilai kekuatan pembuktiannya 
diserahkan kepada pertimbangan hakim.
E.   Saran
Dalam proses  pembuktian  di pengadilan 
pengakuan  dan kedudukan atas dokumen elektronik 
yang terkait dengan penyimpanan  dokumen 
elektoronik sebagai alat bukti  saat ini masih 
menimbulkan penafsiran yang beragam, sejalan 
dengan kemajuan dan perkembangan teknologi 
belum ada peraturan yang jelas mengenai kekuatan 
pembuktian dari dokumen elektronik tersebut, oleh 
karena itu : 
a. Disarankan kepada  pemerintah  untuk  segera 
membentuk  regulasi atau peraturan, yang 
spesifik  mengatur tentang   pembaharuan 
sistem hukum pembuktian di Indonesia, 
terutama dalam  hukum  pembuktian  acara 
perdata  yang selama ini secara formal,  belum 
memasukan  alat bukti  elektronik  sebagai alat 
bukti.  
b. Disarankan kepada  para Notaris   dan instansi-
instansi yang terkait dengan Notaris seperti 
Majelis Pengawas Notaris (MPD), Majelis 
Pengawas Wilayah  (MPW),  Majelis Pengawas 
Pusat (MPP)  dan Ikatan Notaris Indonesia 
untuk mengadakan sosialisasi-sosialisasi 
kepada  para Notaris dengan memperkenalkan 
sistem penyimpanan  protokol  Notaris  melalui 
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penyimpanan  elektronik   sebagai salah satu 
solusi  dalam menghadapi permasalahan teknis 
penyimpanan protokol Notaris  dan  melihat 
pentingnya  protokol Notaris  sebagai alat bukti. 
c. Disarankan kepada para penegak hukum seperti 
polisi, jaksa, hakim bahkan pengacara, untuk 
dapat meningkatkan  kemampuan sumber daya 
manusia (SDM), khususnya dalam menangani 
masalah-masalah hukum siber  (cyberlaw) yang 
berkaitan dengan  dokumen elektronik. 
Dalam  menyimpan protokol Notaris,  setidaknya 
Notaris senantiasa menjaga agar  protokol  Notaris 
yang disimpannya tidak rusak ataupun hilang.  Oleh 
karena itu disarankan  agar    Pemerintah dan  para 
Notaris  untuk  kedepannya mulai  memikirkan 
bagaimana sistem  penyimpanan yang lebih aman, 
adalah  peyimpanan dalam  bentuk  elektronik 
yang  bertujuan   sebagai  back up  atau  dokumen 
pelengkap  disamping adanya  peyimpanan protokol 
Notaris secara konvensional. Dan untuk mewujudkan 
ide atau gagasan tersebut, maka diperlukan  adanya 
sosialisasi–sosialisasi  kepada para Notaris   di 
Indonesia.   
    Untuk mendukung program tersebut disarankan 
pula kepada Pemerintah  untuk  segera  membentuk 
tentang   sistem  penyimpanan  dengan  dokumen 
elektronik Notaris  dan  adanya  pembaharuan   sistem 
hukum pembuktian di Indonesia,  terutama dalam 
hukum  pembuktian  acara perdata  yang selama 
ini secara formal,  belum memasukan  alat bukti 
elektronik  sebagai alat bukti. 
F. Persantunan
Dalam kesempatan  penulis menghaturkan 
terima kasih kepada Bapak DR. HARI PURWADI, 
SH. M.HUM, dan Bapak HARJONO, SH.MH, 
selaku Pembimbing. Serta semua Pihak  yang  terlibat 
dalam  proses penelitian dan penyusunan tesis ini.   
Daftar Pustaka
Abdul Munif, 2012,  Tinjauan Yuidis Terhadap 
perjanjian Elektronik Berdasarkan Undang-
Undang Nomor  11 Tahun 2008, tentang 
Informasi dan  Transaksi Elektronik Dan 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 
Socioscientia  Jurnal Ilmu Ilmu Sosial , 
Volume 4, nomor 1.
Anthon F. Susanto. 2005, Semiotika Hukum Dari 
Dekonstruksi Teks Menuju Progresivitas 
Makna
Arsyad Sanusi. M,  2001, E-Commerce Hukum dan 
Solusinya
Dikdik M Arief Mansur dan  Elisatris Gultom, 
2005,  Cyber Law Aspek  Hukum Teknologi 
Informasi,
Edmon Makarim, 2003, Kompilasi Hukum 
Telematika, Divisi Buku Perguruan Tinggi, 
Edmon Makarim, 2013, Notaris dan Transaksi 
Elektronik,  Jakarta, Rajawali Pers
Ela Laela Fakhriah,  2011,  Bukti Elektronik  dalam Sis-
tem Pembuktian Perdata,  Bandung,  Alumni.
Herlien Budiono, 2007, Kumpulan Tulisan Hukum 
Perdata Di Bidang Kenotariatan, Bandung, 
Citra Aditya Bakti.
Minanoer Rachman, Ketua Pengadilan Negeri Tuban 
& Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 
pada Pengadilan Negeri Surabaya, Bahan 
Seminar Nasional “Penggunaan Informasi 
atau Dokumen Elektronik sebagai Alat Bukti 
dalam Proses Litigasi”, Fakultas Hukum 
Universitas Airlangga, Surabaya, Sabtu, 16 
Juni 2012.
Muriel Catlleya Maramis, 2012, Tata Cara Pemanggilan 
Notaris Untuk Kepentingan Proses Peradilan 
Pidana berkaitan dengan Akta Yang dibuatnya, 
Lex  Crimen, Volume 1, Nomor 1.
M.Yahya Harahap, 2004,  Hukum Acara Perdata, 
Rahadi Rasi Bintoro, 2011, Penerapan Hukum dalam 
Penyelesaian Sengketa Transaksi Elektronik 
Di Peradilan Umum, Jurnal Dinamika 
Hukum, Volume 11, Nomor 2.
S.F. Marbun, 1997,  Peradilan  Administrasi Negara 
dan Upaya Administratif di Indonesia , 
Yogjakarta, Liberty.
Siti  Ainun Rachmawati,   2011,  “Kekuatan 
Pembuktian  Dokumen Elektronik sebagai 
Alat Bukti dalam Sistem Hukum Pembuktian 
di Indonesia, ” Jakarta,  Program  Studi 
Magister Kenotariatan Fakultas Hukum 
Universitas Indonesia,.
Sudikno mertokusumo, 2013,  Hukum  Acara 
Perdata  Indonesia, Edisi Revisi, 
Yogyakarta, Cahaya  Atma Pustaka.
